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Pl::IPATI KOTAWARINOIN TIMUR
OVINSI KALIMANTAN TE

NMGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARD :

1GIN TIMUUR
NOMOR /i TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DARI REKENING KAS
DAERAH KE REKENING KAS DESA SE KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran dana desa  heaersn
Penyalurannva dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekenming Kas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmimana dimakaud
pada hurut a tersebut di  atas perlu menetapkan
Peraturan Bupau tentang Mekanisme Pencairan Dana

Desa dari Reikening kas Daerah ke Rekening Kas Desa se

Kabupaten Kotawarmgin Timur,

27 tahun 1959 tentang penetanc
M"“!ﬂngm |  Undang undang nomor 7t tang ¢ tapan
Darurat Nomor 3 tahun 1933 tentang

Undang-undang

T o les valimantan { Lembaran
" ymerah Tingkat Il di Ka nbas

Pembentulkan |

N Republik  Indonesia Tahun 1939 Nomer 72,
egara I ‘
) yegara Republik Indonesia nomor
jran vegs

1820):

Dipindai dengan CamScanner



Undang-Und
ang Nomor 17 Tahun 2003  tentang

Keuangan N
egara
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003
N,
Republik | Omor 47, Tambahan Lembaran Negara
ndonesia Nomor 4286); ’

Undang-Und
ang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendahara
a
n Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tah
un 2
. | 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
epublik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undan |
g8 N
bemeriksaan b omor 15 Tahun 2004 tentang
. engelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
ega
) gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438),

Undang-undang mnomor
daerah (lembaran Negara Republik

ahan lembaran

93 Tahun 2014 tentang

pemerintahan
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb

a Republik Indonesia nomor 5587);
5 Tahun 2005 tentang

gara Tahun 2005 Nomor

Negar

Peraturan Pemerintah Nomor 5

mbangan (Lembaran Ne

Dana Peri
gara Republik Indonesia

137, Tambahan Lembaran Ne

Nomor 4575);
emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik

+ 140, Tambahan Lembaran

Peraturan P
Keuangan

Pengelolaan
un 2005 Nomo

[ndonesia Tah

r 4578);
Negar? PR or 39 Tahun 2007 tentang
n pemerintal Nom
Peratura Negara /Daerah (Lembaran Negara
Pengelolaan Uang . Tambahan Lembaran Negara
Nomor ’
Tahun 2007
738)' - % . { ¥
Nomor 4 ntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pem bersumber dari Anggaran Pendapatan
¢ ets . .
Dana Desa )'m!=‘ir1 ‘wmbarﬂ“ Negara Republik indonesia
. a < "
dan Beian)d Neg

Dipindai deﬁgan CamScanner



Menetapkan

Dalay Peraturan Bupati ini pang -

Pemerintah Kabupate

Timur.

Bupati adalah Bupati KOf

11.

12.

13.

14.

15.

PERATU
DANA DE
KAS DES

Tahun 2014 Nom

. o
Republik lndoncsia l:
Peraturan Menteri D0

Sebﬂgﬂimana

Tambah
an Le
mop 5558); mbaran Negara

alam :
Negeri Nomor 13 Tahun 2006

bebe i
rapa  kal terakhir dengan

l T
ahun 2011 Tentang Pedoman

Memeri
Dal .
Nomor 113 am  Negeri Republik Indonesia

Tahun 20
14
Desa: tentang Pengelolaan Keuangan

Peraturan M :
enteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014

tentang Pelak
) sanaan dan PertanggungJawaban Transfer
e Daerah dan Dana Desa -

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daers}h Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 56 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

RAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENCAIRAN
SA DARI REKENING KAS DAERAH KE REKENING

A SE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUN

pasal 1

n ad alah

a“-aring“]
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(=)

an kew

. rah y
rmasuk di dalamnya sega), —— yang
eka)’

hak dan kewajiban daerah tersebyt

. ar i i
ayelenggaraan pemerintany, dae ajiban daerah dalam rangka
dapat dinilaj dengan uang

aan yang berhubungan dengan

pengelolaan Keuangan Daerah adala, yegq
eseluruh

perencanaan, pelaksanaan, an kegiatan yang meliputi

Péna
tausahaan, pe]aporan, pertanggung

jawaban, dan pengawasan keuangan daeran
aerah,

ang kekuasa
pemegansg an Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati vang

ena jabatannva me ‘ai
karena ] - mpunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah

vang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penenmaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapka_n.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah sedangkan

Penerimaan Daerah adalah uang yan

jabat
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejaba
. DPA-PPKD adal

ggaran Dana Desa.
pemerintah Desa.

g masuk ke Kas Daerah

Pengelola Keuangan Daerah
ah Dokumen Pelaksanaan
vang selanjutnya disebu
Anggaran vang memuat AD

\P b g -
APBDes adalah Renca | Anggaran Pendapatan dan

persumber dar

Dana Deaa adaiah Dand vang ang ditransfer melalui

vang diperunt
dan

ukkan pagi Desa ¥

paerah

elenggaraal

Belanja Negara it Kabupaten/Kota dan

' Belan): .
Angparan Pencapatan - vni peny pemerintahan,
: navs :
digunakan pntnk mermn P
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cJaksanaan pPembangungp
' Ptmbina;
,mberdayaan masyarakat, AN kemasvarakatan, dan

si Dana Desa selanj :
Aloka anutnya disingkat App adata 1
adalah Dana Perimbangan

i R
! vang diterima Kabupaten /Kota setel

ah dij kurangi DAK

BAB 11

Pasal 2

aksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
edomar bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Desa dalam
qangka percepatan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke
wekening  Kas Desa dan diharapkan penyampaian Laporan
peranggungjawaban (- SPJ ) dapat disampaikan tepat waktu sebagai
persyaratan penyaluran dana desa tahap berikutnya.

BAB III
CARA PENYALURAN DANA DESA

Bagian kesatu

Dana Desa Bersumber dari APBN

Pasal 3

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa

lilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening
ntah Pencairan Dana )

fas Desa masing-masing berdasarkan SP2D ( Surat Peri
ambat 7 ( tujuh ) hari

ang di terbitkan oleh Bendahara Umum Daerah paling |

aerah dan Anggaran Pendapatan Belanja

kerja setelah Dana Desa masuk Kas D

D
2 telah ditetapkan.

Bagiﬂn kaduﬂ

perlmba“ga“’ Bagi Hasil Pajak dan

Dang Desa bersumber dari Dan?
Retribus

ﬂﬂ 1L

rah ke Rekening

i Daerah

Peh
4

¥al :
Yran Dann Desa dari R Rekening Kas Dae

ak arl
tkan melalui pemindahhukuﬂ“ d
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as Desa MHSHETASING berdasarkan gpopy
e (Sura

i terbitkan oleh

ang 1 eh Beng,

i{mampua" keuangan daer :"‘hm‘ﬂ Umums Dacrah menyesuaikan dengan

‘ ah dan Ang, Rl
>a c =

ditcfapkan- ggaran Pendapatan Belanja Desa telah

t Perintah Pencairan Dana ]

BAB 1v
PRINSIP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5
prinsip Penyakuran Dana Desg adalah :
1. Tepat waktu, tepat Jjumlah, tepat sasaran;
Mempercepat penyelesaian APBD;
Mempercepat penyerapan dana dari Kas Daerah;

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

o

BABV
JADWAL NORMATIF PENYALURAN DANA DESA
Bagian kesatu
Dana Desa Bersumber dari APBN

Pasal 6

(1) Tahap | akan di transfer sebesar 40% pada Bulan April 2015 setelah

Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran

Dana Desa disampaikan ke Kementerian Keuangan.
2 Tahap II akan di transfer sebesar 40% pada Bulan Agustus 2015.

3) Tahap [II akan di transfer sebesar 20% pada Bulan Oktober 2015.

Baglan kedua
mbangan dan Bagian dari Hasil Pajak

Pana Desa Bersumber dari Dana Peri
dan Retribusl Daerah

Pasal 7

2015
o, pada Bulan Maret 20
-ansfer sebesar 50% p

/ ulan Agustus 2015
ebesar 50% pada B

(1) Tahap | akan dits
2) Tahap 1| akan ditransfer S

e ——

"b'iBFn—dai de}igan CamScanner



) BPMPDes mengajukan ke By

| ' Pati Kotay,
perihal pencairan Danga Deg

. a den
Rekening Desa dan besaran dan .

dan atas dasar tersebut Bjq
Penyediaan Dana).

anngin Timur Cq. Kepala DPKAD

n .
melampirkan Daftar nama Desa,
a pe

ang

rtahap untuk masing-masing Desa
Anggaran menerbitkan SPD (Surat

2) Bendahara Pengeluaran PPKD mener
Pembayaran), SPM (
PPKD.

(3) SPM (Surat Perintah Membay

N bitkan SPP (Surat Permintaan
Irat i
Perintah Membayar) dan diverifikasi oleh PPK

. _ ar) beserta kelengkapannya yang sudah di
verifikasi oleh PPK PPKD diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah/
Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana) dan diteruskan ke Bank Kalteng untuk ditransfer ke Rekening
masing-masing Desa.

(4) Setelah Dana Desa masuk Rekening Desa, Kepala Desa meminta Surat
Rekomendasi dari Kepala DPKAD untuk mencairkan dana pada Bank
Kalteng.

(5) Apabila Kepala DPKAD tidak dapat melaksanakan tugas yang dilampiri
dengan Surat Keputusan/Surat Perintah, Sakit, ljin, Cuti atau berhalangan

maka Surat Rekomendasi tersebut di tanda tangani oleh vang mewakili

Kepala DPKAD dengan Surat Keputusan /Penunjukkan.
BAB VI

pasal 9
an Realisasi Penggunaan Dana Desa

: Lapor:

) Kepala Desa menyampalka“ K c
1o aoin TIMUT ‘

el Bupat Kofawarid™ | paling Jambat minggt
gter 11 paling lambat

q BPMDes setiap semester.
1 ke empat bulan

. mester
2 Penyampainan Laporan ae an lLaporan Seme

tan d . '
Juli Tahun Anggaran perjala o Anggaran berikutnya.

3 Ta I
: anuar - Laporan Semester
Minggu ke empat bulan J - mcnyampﬂlkﬁn P )
sa terlam - alurannya sampai dengan

3) Dalam hal Kepala De cunda PENY
A | akan ditunt

a
qasi Penggu™e

-

Maka Dana Tahap

d‘sampmknnm-‘a Reali
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BARB vy

SILpp DANA DESA

palam hal Dana Desa terdapg, o PA
CHEA mak

2 a L F H . .
kcpadﬂ Desa yang hcrs;aﬂ?kul ‘anksi administragi yang diberikan

an he
Xerupa Pengurangan ¢

ana desa sebesar

BAB 1x%
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan atau peraturan

yang masih ada kesesuaian dan belum dicabut dinyatakan masih tetap
berlaku.

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 26 Maret 2015

TAHUN 2015 NOMOR lif'

i MUR
( )’[‘;\WARIN( JIN TI

s

I aw {
FRiT DAERAH KABUPATEN E
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